
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR    08    TAHUN   2010 
 

TENTANG 
 

KEPENDUDUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam 
melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan, perlindungan dan 
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum 
bagi penduduk, maka perlu adanya pengaturan mengenai 
kependudukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf  b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Kependudukan; 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor  29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064 ); 

5. Undang-Undang 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 

 
 

 



6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Internasional Convention on The Elimination of All Form of Racial 
Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3882); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor  78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456); 

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4634 ); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

 

 



18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736 ); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor  41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119 ); 

25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi 
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil;  

30. Peraturan Daerah Kebupaten Purbalingga Nomor 22     Tahun 
2003  tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10); 

31. Peraturan Daerah Kebupaten Purbalingga Nomor  15 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2008 Nomor 15); 

 
 
 
 

 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

dan 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN. 
                        

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

                               
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah. 

6. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan 
berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.  

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya 
disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. 

8. Instansi Pelaksana adalah Dispendukcapil dan atau Instansi 
lainnya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 
urusan Administrasi Kependudukan. 

9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya 
disingkat KUAKec, adalah Satuan Kerja yang melaksanakan 
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat 
Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 

10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang 
melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan 
kewenangan menerbitkan Akta dan atau Dokumen 
Kependudukan. 

 
 

 



12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

13. Data Kependudukan  adalah  data yang terdiri atas data perseorangan dan atau 
data agregat penduduk yang memuat keterangan  secara rinci dan terstruktur 
tentang identitas diri dan keluarga sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil.   

14. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga 
kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. 

15. Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK 
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 
penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

16. Petugas Registrasi adalah orang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan 
pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta 
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kecamatan dan atau 
Desa/Kelurahan. 

17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa 
Penting  yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.     

19. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

20. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya. 

21. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

22. Rumah Tangga adalah keluarga yang terdiri dari suami istri, suami istri dan 
anaknya, atau suami dan anaknya atau istri dan anaknya. 

23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri  dari suami isteri, atau 
suami isteri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau sekeluarga sedarah dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 

24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan 
/atau ibu angkat. 

25. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 

26. Kependudukan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, 
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan 
yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan 
Penduduk tersebut.  

27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing atau Orang 
Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. 

 


